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PENGANTAR

Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting
untuk mendorong terciptanya iklim transparasi dalam
pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance).
Penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia diawali
dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sejak 1
Mei 2010, pemerintah sebagai penyelenggara program
pembangunan dan pelayanan publik wajib membuka akses
layanan informasi kepada masyarakat dalam hal ini negara
harus transparan, akuntabel, dan meningkatkan partisipasi
aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan
pengelolaan Badan Publik yang baik. Setiap orang berhak
memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan
undang-undang.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk komitmen Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal dalam upaya mewujudkan sebagai unit pelayanan
teknis yang bersih (clean government) dan baik (good government) dalam memberikan
layanan informasi kepada masyarakat yang diharapkan akan membawa dampak positif
berupa meningkatnya reputasi dan kepercayaan publik terhadap terhadap BPPP Tegal.
Laporan juga disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi atas pelaksanaan
layanan informasi publik yang telah diselenggarakan selama periode Januari hingga Juni 2025.
Layanan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik
secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik BPPP Tegal
Semester 1 Tahun 2025 ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kami
membuka ruang untuk saran, kritik, dan masukan dalam rangka penyempurnaannya. Akhir
kata, semoga Laporan Layanan Informasi, dapat memberikan manfaat dan informasi
kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID BPPP Tegal dapat
dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Tegal, Juli 2025
PPID BPPP Tegal

Achmad Subijakto
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GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASIPUBLIK

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi atas
pelaksanaan layanan informasi publik yang telah diselenggarakan oleh [Nama
Instansi Anda, contoh: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah]
selama periode Januari hingga Juni 2024. Layanan ini merupakan amanat dari
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik
secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Ketersediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses adalah pilar penting
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan ini menyajikan
evaluasi komprehensif mengenai berbagai aspek layanan, mulai dari statistik
permohonan informasi, jenis informasi yang paling sering diminta, hingga
tantangan dan hambatan yang dihadapi. Selain itu, laporan ini juga memuat
langkah-langkah strategis untuk perbaikan di masa mendatang demi tercapainya
pelayanan yang lebih efektif dan efisien.Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik dan bersih ( clean government dan good government). Prinsip ini menegaskan
hak setiap warga negara untuk mengakses informasi yang relevan dengan
kepentingan publik, sekaligus mendorong transparansi, akuntabilitas, partisipasi
publik, dan demokrasi dalam pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara eksplisit mendorong setiap
badan publik untuk menyediakan informasi secara cepat, tepat waktu, dengan
biaya terjangkau, dan dalam cara yang sederhana. Dalam konteks ini, peran
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi krusial dalam
menjalankan prinsip keterbukaan informasi guna mencapai good governance.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal, sebagai unit pelayanan
teknis di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), memiliki komitmen
kuat terhadap KIP. Institusi ini bertekad untuk memastikan bahwa informasi
terkait kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan layanan lainnya dapat diakses
secara transparan oleh masyarakat, khususnya nelayan dan pihak terkait. Hal ini
memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang relevan guna
mendukung pengembangan sektor perikanan, pengambilan keputusan berbasis
bukti, serta partisipasi yang lebih baik dalam kegiatan BPPP Tegal.



STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BPPP Tegal

Dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan informasi publik secara efektif,
BPPP Tegal telah membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) untuk Tahun Anggaran 2025. Pembentukan tim ini
didasarkan pada Surat Tugas Nomor Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) BPPP TEGAL ditetapkan pada Tahun 2025 melalui surat
Keputusan Kepala BPPP Tegal Nomor B.431/BPPP.TGL/ KP.440/1/2025
tertanggal 14 Januari 2025.

Struktur tim PPID BPPP Tegal TA. 2025 dirancang untuk mencakup berbagai fungsi
kunci dalam pengelolaan dan pelayanan informasi. Tim ini dipimpin oleh Achmad
Subijakto, A.Pi., M.P. sebagai PPID Pelaksana, didampingi oleh beberapa
koordinator bidang antara lain Yudha Adyatama Firmansyah, SE koordinator
Bidang Umum, Ahmad Harianto, S.Pi sebagai koordinator bidang pelatihan dan
Dedi Hertono, S.St.Pi, M.Pi sebagai Koordinator Bidang Pemanfaatan Aset dan
kerjasama. Untuk memastikan kelancaran operasional, tim ini juga dilengkapi
dengan anggota yang bertanggung jawab dibidang pelayanan, yaitu:
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STRUKTUR TIM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL

Achmad Subijakto, A.Pi., M.P
Ketua PPID

Yuda Adyatama Firmansyah, $.E Dedi Hertono, S.5t.P1, MPI Ahmad Harlanto, S.PI
Korodinator PPID Koordinator PPID Koordinator PPID
Bidang Umum Bidang Pengembangan Usaha Bidang Pelatihan
dan Pemantaatan A set

Seto Satrio Ginasib, S.Pi Eko Widiyanto Nugroho, S. Pi Ratih Mahargiani, S.Pi, M.Si
Sekretariat PPID Sekretariat PPID Sekretariat PPID
Bidang Umum Bidang Pengembangan Bidang Pelatihan
Usaha dan Pemanfaatan Aset

Ade Yunaifah Afriyani, S.E Riri Asih Ratimah, A.Md. Ak
Petugas Layanan Petugas Layanan Petugas Layanan
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PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap
orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk
jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), dan Peraturan
Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik (Perki SLIP) mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi
publik.

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan
halyang wajar di negarayang berlandaskan hukum (rechstaat). Halini bertujuan agar
memperoleh informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga
dengan badan publik yang notabene sebagai penyedia informasi publik untuk
mengelola informasipublik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, terdapat dua mekanisme mendapatkan informasi publik
berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana
elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan
melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Tahun
2010, merupakan tahun yang amat bersejarah bagi pemenuhan hak asasi atas
informasi publik. Pasalnya, tahun tersebut merupakan tahun reformasi layanan
informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup dan sejak UU KIP diberlakukan
setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali terhadap
informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dapat mengakses dan
memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP.
BPPP Tegal sebagai salah satu badan publik yang wajib tunduk pada UU KIP perlu
untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang
berada pada penguasaannya. Dengan adanya kewajiban tersebut, pada dasarnya
Komisi Informasi Pusat selalu berusaha untuk dapat memberikan pelayanan
informasi agar publik dapat memperoleh dan mengakses informasi publik secara
cepat, tepat, dan sederhana.

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh BPPP Tegal dilakukan melalui sarana
atau media elektronik dan media non-elektronik sebagaimana telah tersebut pada
bagian di atas. Pada Tahun 2025 PPID BPPP Tegal menerima beberapa permohonan
yang diajukan oleh publik dalam beragam jenis seperti dokumen. Penjelasan terkait
layanan dan permohonan publik tersebut dijelaskan pada halaman berikutnya.
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SARANA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Layanan permohonan informasi publik yang diselenggarakan di BPPP Tegal
disediakan melalui media elektronik dan non-elektronik seperti pos suratdan datang
langsung ke Ruang PTSP BPPP Tegal dengan mengisi formulir Permohonan Informasi
Publik yang disediakan.

Selama Periode Bulan Januari s.d Juni 2025 ini terdapat 8 Permohonan Informasi
yang di sampaikan secara langsung di ruang PTSP BPPP Tegal, dan tidak ada
permohonan informasi secara online.

JENIS INFORMASI YANG DIMOHONKAN

Berdasarkan data keseluruhan permohonan yang telah dijelaskan pada bagian di
atas sebanyak 8 permohonan, sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :
Persyaratan BST dengan mengirimkan
Kegiatan Pelatihan BST surat permohonan BST ke Balai dari
bagi siswa SMK sekolah asal dan membawa persyaratan
diklat
Persyaratan Ujian ANKAPIN Il dengan
Persyaratan Ujian ANKAPIN mengirimkan surat permohonan Ujian
Il bagi para siswa SMK ANKAPIN Il ke Balai dari sekolah asal dan
membawa persyaratan diklat

Persyaratan Ujian ANKAPIN Il dengan
Persyaratan Ujian ANKAPIN mengirimkan surat permohonan Ujian

10 Januari 2025

3 Februari 2025

17 Maret 2025

Il bagi para siswa SMK ANKAPIN Il ke Balai dari sekolah asal dan
membawa persyaratan diklat
Persyaratan Uji = Persyaratan Uji Kompetensi dengan

16 April 2025 Kompetensi bagi para ABK | membawa berkas yang di persyaratkan

Kegiatan Pelatihan BST Persyaratan BST dengan mengirimkan

25 April 2025 bagi siswa LPK surat permohonan BST ke Balai dari
sekolah asal dan membawa persyaratan
diklat

5 Mei 2024 Pelatihan BST dan Rating Persyaratan Pelatihan BST dan Rating

11 Mei 2024 Pelatihan Ujian ATKAPIN Il  Persyaratan ATKAPIN Il dengan membawa

berkas yang di persyaratkan
Kegiatan Pelatihan BST-FIl Persyaratan BST F |l dengan membawa

9 Juni 2025 bagi ABK berkas yang di persyaratkan

Dari tabel di atas, terdapat 8 (delapan) permohonan yang dapat
dikategorikan sebagai permohonan informasi di PPID BPPP Tegal yaitu sebagian
besar terkait dengan permintaan Kegiatan Pelatihan Kepelautan yang
diselenggarakan BPPP Tegal. Selebihnya di luar hal tersebut adalah permohonan
dalam bentuk konsultasi, pengaduan, permohonan data Badan Publik dan lain-
lain terkait yang bukan merupakan permohonan informasi karena pada dasarnya
tidak ada data atau berkas dokumen yang diminta, namun hal tersebut masih terkait
dengan kewenangan, tugas dan fungsi BPPP Tegal.
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JANGKAWAKTU PEMENUHAN INFORMASIPUBLIK

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur
secara tegas oleh UU KIP juncto Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan
jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sejakditerimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk
dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja. Berdasarkan mekanisme tersebut, PPID BPPP Tegal selalu berupaya untuk
tidak melebihi jangka waktu pemberian informasi terhadap permohonan di PPID
BPPP Tegal meskipun dengan banyaknya kendala yang mengakibatkan keterbatasan
layanan.



BAGIAN KETIGA

KENDALA LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
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Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan
pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana
(Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri tidak
hanya bagi Komisi Informasi Pusat namun juga untuk setiap badan publik demi
mewujudkan layanan informasi publik secara cepat kepada masyarakat. UU KIP
telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem

penyediaan layanan informasi secara

cepat, mudah dan wajar dengan

memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian Pertama, BPPP

Tegal telah

menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada
masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat
dilakukan melalui elektronik (email, whatsapp, dan medsos) dan non-elektronik
(pos surat dan datang langsung). Publik juga dapat mengakses informasi publik
yang dikuasai oleh BPPP Tegal melalui website https://ppid.kkp.go.id/upt/bppp-

tegal/layanan-informasi/pemohonan-informasi/ Sangat di-sadari bahwa dalam rangka
pelayanan informasi publik oleh PPID BPPP Tegal masih jauh dari sempurna, antara
lain adalah karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID BPPP

Tegal.

Kendala Teknis

Minimnya sarana layanan informasi publik ini
akan berdampak pada pemenuhan hak atas
informasi publik bagi masyarakat. Salah satu
kendala teknis yang dihadapi oleh PPID Komisi
Informasi Pusat adalah terjadi gangguan
terhadap infrastruktur TIK Komisi Informasi
Pusat yang berkaitan dengan penerimaan
permohonan informasi melalui media
Elektronik.

Kendala Substansi

Kendala substansi yang dialami oleh PPID
BPPP Tegal dengan Sumber Daya Manusia
(SDM) dalam memberikan layanan
permohonan informasi publik. SDM pada
struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi yang dimiliki Komisi Informasi
Pusat sebanyak 10 orang, sedangkan yang
khusus memberikan pelayanan informasi
publik baik secara digital maupun datang
langsung hanya berjumlah 1 orang. Kendala ini
tentunya akan berdampak langsung pada
optimalisasi pemenuhan hak masyarakat atas
informasi publik.

Kendala Internal Kendala Eksternal

Dalam menyampaikan Permohonan
Informasi, masyarakat masih belum
memahami mengenai Fungsi Komisi Informasi
Pusat. Terdapat beberapa kasus permohonan
informasi ke BPPP Tegal yang secara
substansi kurang tepat, dimana informasi
tersebut bukan informasi yang dikuasai oleh
PPID BPPP Tegal melainkan informasi tersebut
berada di Badan Publik lain. Dari jumlah
permohonan informasi yang masuk ke PPID
Komisi Informasi Pusat, ditemukenali bahwa
ada masyarakat kurang mendapatkan literasi
keterbukaan informasi. Maka dari beberapa
kasus diatas, bisa diasumsikan bahwa
masyarakat menganggap BPPP Tegal bisa
memberikan semua informasi di semua
bidang.


https://ppid.kkp.go.id/upt/bppp-tegal/layanan-informasi/pemohonan-informasi/
https://ppid.kkp.go.id/upt/bppp-tegal/layanan-informasi/pemohonan-informasi/

BAGIAN KEEMPAT

PENUTUP
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KESIMPULAN

Sebagai lembaga yang melaksanakan UU BPPP Tegal dan peraturan pelaksananya,
Komisi Informasi Pusat berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara
transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana
telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di
antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi.

Pada bulan januari s.d Juni 2025, PPID BPPP Tegal menerima permohonan informasi
publik sebanyak 8 permohonan. Dari 8 permohonan informasi publik yang diterima
oleh PPID BPPP Tegal, semua dapat di seleseikan pada waktu yang sama ketika
permononan informasi itu di terima. Dari jumlah permohonan tersebut, PPID BPPP
Tegal telah berupaya memenuhi permohonan informasi dengan berasaskan pada
layanan informasi secara cepat, dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana
kepada publik.

Di masa yang akan datang, PPID BPPP Tegal akan terus meningkatkan kinerja dan
pelayanan terhadap permohonan informasi publik yang lebih optimal serta dapat
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas guna memenuhi kriteria selaku
Badan Publik yang Transparan dan Akuntabel.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi
PPID dalam memberikan layanan
informasi publik. PPID dituntut untuk
membangun dan mengembangkan
sistem informasi dan dokumentasi
untuk mengelola informasi publik
secara baik dan efisien sehingga dapat
diakses dengan mudah.

Berdasarkan hal tersebut, guna dapat
memberikan layanan informasi publik
kepada masyarakat secara efisien dan
efektif, maka perlu dilakukan langkah-
langkah strategis di dalam Internal dan
eksternal PPID KI BPPP Tegal berupa:

Rapat Koordinasi Berkala;
Pembagian
Layanan Informasi;

Pengembangan dan Pemanfaatan
Infrastruktur TIK PPID;

Pembenahan Tata kelola PPID BPPP
Tegal (Standard
Procedur ; Workflow);
Sosialisasi yang tepat sasaran dan
efektif terhadap masyarakat yang
membutuhkan pemenuhan hak atas
Informasi Publik.

Jadwal Petugas

Operasional

Strategi Komunikasiyang tepat

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KIP RI 2020
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Lampiran Surat Periniah Tugas.
Nomor : B.431/SK/BPPP.TGL KP.440//2025
Tanggal : 14 Januari 2025

DAFTAR NAMA TIM PPID
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL

TAHUN ANGGARAN 2025
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN o NAMA Jhsatan URAIAN TUGAS
: , SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
£\ i BALAIPELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL 1 2 3 4
5) & JALAN MARTOLOYO PO BOX 22 TEGAL KODE POS 52122 1. | Achmad Subijakio, AFi. MP Kelua PFID BPFP | Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
ity A TELEPON (0283) 356383 FAKSIMILE (0283) 322064 Tegal PPID di Lingkungan BPPP Tegal.
s LAMAN hitge/ip go i UREL id
2. | Yuda Adyatama Fil PPID 1 i terhadap
SE. BPPP Tegal Bidang informasi terkait ketatausahaan;
SURAT TUGAS .
Ui 2. Melakuka i ks ki i
NOMOR : B.431/BPPP.TGLI KP.44012025 mam hadas  inlomass yang
dikecualikan bersifat rahasia;
Menimbang : Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Balai 3. Menetapkan informasi  berkala,
Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal , dengan ini Kepala Balai Pelatihan seliap saal dan serta merla terkail
dan Penyuluhan Pe.r\kansn Tegal menugaskan pejabat/pegawai sepert A kl::‘;::::ﬁ’;han o surat kuasa
tersebut di bawah ini : PPID BPPP  Tegal dalam
menyelesaikan sidang! sengketa
Dasar . " informas| bersama Komisi
1. Peraturan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Informasi Pusal.
tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik; 3. | Ded Hertono, S.5LPI, M.PI PPID |1 lerhadap
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 BF;PF' Teg:; Bidang mlo';mas\ hsrkaw‘t( peogram, mane
. X o engembangan serta anggaran kegiatan;
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Lt don 2. Menelapkan  informasi  berkaia,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); Pemanfaatan Aset seliap saal dan serta merta lerkait
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Pelatinan P'ﬂga"f;— monev serla anggaran
Dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal Nomor : SP DIPA 3. makukén Uil kensekuensi
032.12.2.239186/2024. terhadap informasi yang
bersifat rahasia.
. 4. | Ahmad Harianio, S Pi FPID 1. terhadap
Memberi Tugas: BPPP Tegal Bidang informasi terkail pelatihan kelautan
Pelatihan dan perikanan,
. i 2. Menetapkan informasi  berkala,
Kepada : Daftar Nama Terlampir, saliap saal dan sarta mera tarkakt
. Srd pelatihan kelautan dan perikanan;
Untuk 1. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Iajur 4 3. Melakukan ul Konsekuensi
2. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperiukan dalam tugas yang terhadap informasi yang
dimaksud bersifat rahasia.
. " . 5. | Seto Satrio Ginasib, S.P) PPID 1. mengeiola,
3 Tugas ini agar dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, ' Bidang Umum mamueun . dan  men gm;‘mg
setelah selesai melaksanakan tugas agar melapor kepada Kepala BPPP informas|  terkall kelalausahaan
Tegal baik informasi secara berkala,
4. S bi: fimbul akibat dikeluarkar Surat T ini dibebank: informas| seliap saat dan informasi
emua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Tugas ini dibebankan ot s et SOM 4 BPEE
pada DIPA BPPP Tegal TA. 2025 Tegal:
_Tegal, 14 Januari 2025
Terima kasih uniuk tidak memberikan Kepala Bafai Pelahiian dan
sesualu alay janji yang dapal 4 PERjullihan Perikanan Tegal,
mengakibatkan KKN, gralificasi, dan |
benturan kepentingan.
Tainnya yang dibuluhkan
masyarakal;
7. Melayani  masyarakal  yang
membutuhkan informasi - dengan
pelayanan prima; 3. Menginmkan Informas! terkalt SOM
8. Beranggungjawab terhadap tugas di BPPP Tegal yang telah

yang diberikan.
Rif Asih, S.PT Pelugas Layanan |1, Melayani  masyarakal  yang
membutuhkan  informasl  secara
berkala, informasi setiap saat dan
informasl  serta merta ataupun
informasi lainnya di BPPP Tegal;
Mempersiapkan formulir
permchonan  informasi  dan
pemyataan keberalan terhadap
informasl  secara fisik maupun
online sera memberikan ke pada
masyarakal yang membuituhkan;

Merekapitulasi  (nformasi  yang

dibutuhkan dan diminta oleh

masyarakat,

Menginformasikan Informasi yang

dikecualikan kepasda masyarakat,

Menerima seluruh informasi yang

telah diletapkan yang diberikan

sekrelariat PRID dan
menyampaikan kepada
masyarakal yang membutuhkan;

Berkoordinasi dengan Sekretarial

PPID apabila terdapal informasi

lainnya yang dibutuhkan

masyarakat,

Melayani masyarakal  yang

membutuhkan informasi  dengan

pelayanan prima;

Bertanggungjawab terhadap lgas

yang diberikan.

10. | Ralimah, AMd.Ak Pelugas Layanan | 1. Melayani  masyarakal  yang
membutuhkan  informasi  secara
berkala, informasi setiap saal dan
informasi  serla merta  ataupun
informasi lainnya di BPPP Tegal;

. Mempersiapkan formulir
permohonan informasi dan
pemyataan keberatan terhadap
informasl  secara fisik maupun
online sera memberikan ke pada
masyarakal yang membuituhkan;

. Merekapitulasi  nformasi  yang
dibutuhkan dan diminta oleh
masyarakat,

. Menginformasikan informasi yang
dikecualikan kepasda masyarakat;

. Menerima seluruh informasi yang
telah diletapkan yang diberikan
sekrelarial PPID dan
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ditetapkan  kepada  pelugas
layanan;

. Bertanggungjawab terhadap lugas
yang diberikan.

o

Eko Nugroho Widayanio, 5P | Sekrelarial PPID
Pengembangan

isaha dar
Pemanfaatan Aset

"

w

~Mempersiapkan, mengelola,
menyusun  dan  mengklasifikasi
informasi  terkalt  ketatausahaan
balk informasi secara )
informasi setiap saat dan informasi
seta  mena lerkait  SAKIP,
moaniloring dan evaluasi di BPPP
Tagal;

. Mengiimkan  informasi  terkait
SAKIP, moniioring dan  evaluasi
yang telah ditetapkan kepada
petugas layanan;

. Berlanggungjawab terhadap tugas
yang diberikan

b

Ratih Mahargiani, S Pi, M Si Sekretariat PPID
Bidang Pelatihan

~

@

 Mempersiapkan, mengelola,
menyusun  dan  mengklasifikasi
informasi  terkalt ketalausahaan
baik informasi secara berkala,
informasi setiap saat dan informasi
serta  merla lerkait pelatihan
kelautan dan perikanan di BPPP
Tegal:

. Mengiimkan  informasi  terkait
pelatihan kelautan dan perikanan
yang telah ditetapkan kepada
petugas layanan;

| Bertanggungjawab terhadap tugas
yang diberikan

=

Ade Yunaifah Affyan, S E, Pelugas Layanan
M

o

w

S

o

o

Melayani  masyarakal  yang
membutuhkan informasi  secara
berkala, informasi setiap saal dan
informasi  serta merta  alaupun
informasi lainnya di BPPP Tegal;
Mempersiapkan formulic
permchonan  informasi  dan
pemyataan  keberalan terhadap
informasi secara fisik  maupun
online sena memberikan ke pada
masyarakal yang membutuhkan;
Merekapitulasi ~ informasi  yang
dibutuhkan dan  diminta cleh
masyarakal:

Menginformasikan informasi yang
dikecualikan kepada masyarakat;
Menerima seluruh informasi yang
telah ditetapkan yang diberikan
sekretariat PPID dan
menyampaikan kepada
masyarakat yang membutuhkan;
Berkoordinasi dengan Sekretariat
PPID apabia terdapat informas!

masyarakat yang membutuhkan;

. Berkoordinasi dengan Sekretariat
PPID apabila terdapat informasi
lainnya yang dibutuhkan
masyarakat;

Melayani masyarakat yang
membutuhkan informasi dengan
pelayanan prima;
Bertanggungjawab terhadap tugas
yang diberikan.

Mengetahui,

P
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\Kepala Balai Pelatihan dan
el
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